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PUTUSAN 

Nomor 1642/Pdt.G/2022/PA.Mlg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan 

perkara gugatan cerai antara: 

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus 

Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai 

Penggugat;  

melawan 

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, 

tempat tinggal di Kota Malang, namun sekarang tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah 

Republik Indonesia, sebagai Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di 

muka sidang; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 

telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 1642/Pdt.G/2022/PA.Mlg, tanggal 

24 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada 

tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: .............. yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota 

Malang tanggal XXXX; 

2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat 

tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang selama 10 

tahun 3 bulan; 

Disclaimer
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3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

melakukan hubungan suami istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai  

keturunan; 

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik, rukun 

dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2018 

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, 

antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan: 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat 

karena Tergugat malas bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan 

tetap dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya 

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika Penggugat 

meminta uang kepada Tergugat, ia selalu marah kepada Penggugat 

dan nafkah yang diberikan pun tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah 

tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap 

minggu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 

b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta 

anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan 

Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer; 

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2019, kemudian Tergugat 

tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai dengan sekarang 

Tergugat sudah tidak pernah memberi kabar kepada keluarganya dan 

Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang, 

sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan, dan selama itu Penggugat dan 

Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah 

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Selama itu pula 

Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak 

diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia; 

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka Penggugat 

sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat 
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dan lebih baik bercerai, karena tidak mungkin dapat mewujudkan rumah 

tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh 

Undang-Undang Perkawinan; 

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan 

gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan 

sebagai berikut: 

Primer: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum; 

Subsider: 

Apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon 

putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui Mass Media (Radio 

City Guide) secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 

1642/Pdt.G/2022/PA.Mlg tertanggal 12 September 2022 dan 12 Oktober 2022 

yang dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil -dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 
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Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa: 

A. Surat-surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 

.............. tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya, (P.1); 

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang 

Nomor .............. tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan 

dengan aslinya, (P.2); 

3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal XXXX, yang diketahui oleh Ketua 

RT.............. dan Ketua RW.............., kemudian telah dicatat dan 

diregister oleh Lurah Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota 

Malang dengan Nomor .............. tanggal XXXX, bermeterai cukup dan 

telah dicocokkan dengan aslinya, (P.3); 

B. Saksi-saksi: 

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

buruh tani, alamat di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah saudara sepupu Penggugat;  

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah 

menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan; 

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam 

keadaan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan 

tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, 

dan hanya mengetahui Tergugat pergi dari tempat kediaman 

bersama dengan alasan bekerja, namun tidak pernah pulang lagi; 

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak 

pernah memberikan kabar kepada Penggugat, serta sudah tidak 
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diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga 

sekarang; 

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat 

mempertahankan rumah tangganya, dan bersabar menunggu 

kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan 

swasta, alamat di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah saudara sepupu Penggugat; 

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah 

menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan; 

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam 

keadaan harmonis, kemudian rumah tangganya dalam keadaan 

tidak harmonis, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya, 

dan hanya mengetahui Tergugat pamit bekerja, namun Tergugat 

tidak pernah pulang lagi ke rumah;  

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak 

pernah memberikan kabar kepada Penggugat, serta sudah tidak 

diketahui keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga 

sekarang; 

- Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat 

mempertahankan rumah tangganya, dan bersabar menunggu 

kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu 

apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya serta 

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang 

tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas; 

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan 

menasehati Penggugat rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi 

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata 

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;  

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan 

tersebut harus diperiksa secara verstek; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu 

putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani 

Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; 

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap 

Tergugat dengan alasan, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 

berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2018 

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : 

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat 

karena Tergugat malas bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap 

dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp. 

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ketika Penggugat meminta uang 

kepada Tergugat, ia selalu marah kepada Penggugat dan nafkah yang 

diberikan pun tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama 

karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu sebesar Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); 
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b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta 

anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan 

Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi;  

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat beragama Islam dan  

bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, sehingga bukti 

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan 

yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Malang 

berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; 

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXX tercatat di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sehingga bukti tersebut 

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang 

sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat 

dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya 

Penggugat dan Tergugat berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang 

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai  Tergugat 

telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019, dan selama itu tidak 

pernah memberikan nafkah dan/atau kabar kepada Penggugat, serta tidak 

diketahui dengan jelas alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah 

Republik Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan 

materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sebagai saudara sepupu 

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR; 
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil -dalil 

Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sebagai saudara sepupu 

Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat 

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil -dalil 

Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan 

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu 

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah 

diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat 

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu 

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta Saksi 1 

dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXX, setelah 

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua 

Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;  

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak 

harmonis disebabkan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama 

dengan alasan bekerja, namun tidak pernah pulang lagi, hingga akhirnya 

Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun 5 bulan 

yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada 

Penggugat, serta sudah tidak diketahui keberadaan maupun alamatnya 

yang jelas hingga sekarang; 
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3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati untuk mempertahankan rumah 

tangganya, dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat 

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah, rumah 

tangganya dalam keadaan tidak harmonis; 

2. Bahwa, ketidak harmonisan tersebut menyebabkan berpisah tempat tinggal 

sejak 3 tahun 5 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak pernah 

memberikan kabar kepada Penggugat, serta sudah tidak diketahui 

keberadaan maupun alamatnya yang jelas hingga sekarang; 

3. Bahwa, Penggugat sudah dinasihati untuk mempertahankan rumah 

tangganya, dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak 

berhasil; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum 

yang terkandung dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian 

diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:  

 بالبينة اثباته جاز غيبة  او توار او بتعزز تعزز فان
Artinya:  “apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau 

memang dia ghoib maka boleh memutuskan perkaranya 

dengan pembuktian”; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah 

hukum dalam Yurisprudensi MARI No.397/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 

yang mengabtraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri tidak tinggal 

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah 

tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, vide Pasal 19 

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf 

(b) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh 

karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan 

menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai 

dengan maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di muka sidang, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan 

dengan 4 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai 

Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing 

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi 

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai 

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 
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Ketua Majelis, 

 

ttd 

 

KETUA MAJELIS 

Hakim Anggota, 

 

ttd 

 

HAKIM ANGGOTA 

 Hakim Anggota, 

 

ttd 

 

HAKIM ANGGOTA 

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

PANITERA PENGGANTI 

 

 

Rincian Biaya Perkara: 

1. Pendaftaran Rp 30.000,00 

2. Proses Rp 75.000,00 

3. PNBP Panggilan  Rp 20.000,00 

4. Panggilan Rp 400.000,00 

5. Redaksi Rp 10.000,00 

6. Meterai Rp 10.000,00 

Jumlah Rp 545.000,00 

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) 
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